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DKl Jakarta. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data dan
informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan. Melalui studi literatur hasil
penelitian  memperlihatkan bahwa selama menjadi Walikota Kota Solo dan
Gubemur DKI Jakarta, Jokowi menerapkan pemerintahan kolaboratif berbasis
komunikasi parsipatoris pada berbagal kasus di Sclo dan Jakarta. Pada
penyelesaian beberapa kasus terdapat dialog dalam semua tahapan-tahapan
proses kolaboratif, Dialog yang merupakan aspek utama dalam pemerintahan
kolaboratif

Kata kunci : pemerintahan kolaboratif komunikasi parsipatoris dan
stakeholders.

PENDAHULUAN

Berawal dari pengamatan panjang tentang gaya Joko Widodo baik
sebagai walikota Solo maupun Gubermur Prov.DKI Jakarta dalam berkomunikasi
dengan masyarakal, pengusaha dan etika pergaulan Internasional
menimbulkan kesan baik, ramahnamun mampu bersikap tegas serta
berpenampilan yang sederhana sehingga mampu merengkuh semua pihak.
Namun hasil kerjanya tampak dan terasa di masyarakat.

Kemudian pada Dirgahayu Republik Indonesia ke 72 pada tahun 2017
Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan tema dan logo yang bertuliskan
Indonesia Kerja Bersama. Kedua moment tersebut menjadi inspirasi untuk
menulis call for paper dengan tema Gaya kepemimpinan pemerintahan Joko
Widodo yang berkarakter sebagal pamong bhineka tunggal ika karena
memiliki benang merah yang kuat dan bersifat strategis dengan kondisi terkini
bangsa Indonesia.
Berdasarkan pengamatan dan studi literatur, tampak bahwa komunikasi
parsipatoris mampu menangkal konflik pembangunan seperti yang diterapkan
oleh joko widodo. Titik temu keduanya terletak dimulainya dan proses

perencanaan sampai dengan evaluasi dari suatu pembangunan.

Call for paper yang merupakan non penglitian ini disusun dengan
menggunakan metode deskriplif digunakan untuk mengumpulkan data dan
informasi dan studi pustaka yang dibutuhkan dalam pembahasan secara

menyelurun.
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LATAR BELAKANG MASALAH

Akselerasi pembangunan di era pemerintahan Joko widodo dan Jusuf Kalls
dipacu dengan cepal. Derapnya sudah mulai terasa saat duel pemenang
pemilihan presiden tahun 2014 itu dilantik. Kabinet langsung bekerja. Presiden
dan wakil presiden pun langsung menggebrak

Fembangunan Infrastruktur menjadi fokus ulama pemerintah. Namun
bukan berarti bidang lain tidak digarap secara serius. Semua dipercepat. Targst
besamya ,pembangunan bisa merata dar sabang sampai merauke. Dari pelosok
hingga kota. Dari pusat pemerintahan sampai tapal batas negara

Tidak gampang memang mewujudkan semua ilu. Namun jika semua satu
barisansalu  lekad,satu spirt,  menjadikan Indonesia negara yang
berdaulat, berdikari dan mandin bukan mimpi lagi.

MNamun bicara derap pembangunan,tak semata terkait dengan anggaran
dan regulasi saja. Salah satu aspek yang sangal penting untuk mesndukung
akselerasi pembangunan bisa dipacu maksimal adalah stabilitas. Akan percuma
saja pembangunan yang menderap saja jika stabilitas goyah. Bagaimanapun
membangun butuh situasi yang damai,aman dan terkendali. Bukan kegaduhan
demi kegaduhan.

Terorisme dan radikalisme masih menjadi ancaman latan yang bisa
menggoyak bangunan republik. Ancaman lain adalah narkoba yang sudah dalam
taraf mencemaskan. Tentu, semua itu harus disikapi dengan serius. Karena jika
dibiarkan atau hanya ditangani dengan tidak serius tidak hanya stabilitas negara
yang akan goyah.tetapl fondas! kedaulatan republik pun akan ikut limbung.
Sekali instabilitas terjadi, derap pembangunan bakal terganggu. Rakyat seluruh
negeri yang tentu akan menanggungnysa.

Salah satu karakteristik Indonesia adalah heteroginitas bukan saja dalam
aspek budaya namun juga dalam aspek sukuletnis, dan agama. Yang masing
masing dapat menimbulkan stratifikasi sosial baik dalam bidang ekonomi dan
politik.

Masing masing stratifikas] sosial membeniuk pula apa yang disebut
sebagal diferensiasi sosial, berdasar ras berdasar agama,jenis kelamin,profasi
dan berdasar suku bangsa. Kondisi tersebul berbarengan dengan agenda
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politik berupa pilkada serentak dan pilpres yang akan datang. Yang dapat
menyulut konflik sesial. Dan menjadi kontraprodukiif dengan lajunya derap
pembangunan.

Dalam kondisi yang demikian sangal dibutubkan model kepemimpinan
pemerintahan yang dapat berkolaboratif dengan para pemangku kepenlingan
berupa pihak swasta maupun masyarakat atau perguruan tinggl yang dapat

menjadi pemersatu bangsa alau sebagai pamong bhineka tunggal ika.

FOKUS MASALAH

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, dalam rangka mengembangkan
persatuan Indonesia atas dasar kebhineka tunggal ikaan, dan agar fokus pada
permasalahan, maka disusuniah perumusan masalah sebagai berikut
bagaimana model atau gaya kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo yang
berkarakier sebagai pamong bhineka Tunggal |ka 7

MAKSUD DAN TUJUAN

Call for paper yang merupakan artikel non penelitian ini bermaksud untuk
melakukan Identifikasi model alau gaya kepemimpinan pemerintahan  Joko
Widodo yang berkarakter sebagai pamong bhineka tunggal |ka , yang lepal
dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dengan demikian tujuan yang hendak
dicapal berupa identifikasi model atau gaya kepemimpinan pemerintahan Joko
Widodo yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi abad 21 yang
penuh dengan tantangan.

PEMBAHASAN

Dalam tataran praktik, pentingnya ruang kolaboras| dalam pembangunan
dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan-
permasalahan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam penyelesaian
masalah diperlukan keterlibatan intensif pemerintah dan masyarakal, arlinya
kedua belah pihak perlu duduk bersama. Proses kolaboratif antara pemerintah
dan para pemangku kepentingan diperlukan dalam pembangunan daerah.

Proses pembangunan saat ini tidak lagi hanya menjadi dominasi
pemerintah, Kritik bahwa pembangunan hanya menjadi kepentingan pihak

tertentu, menyadarkan pemerintah akan perlunya komunikasi dan tindakan
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bersama dengan para pemangku kepentingan Sufianti af af (2014) sehingga
dalam proses pembangunan diperlukan collaborative govermance.

Menurut Anshell dan Gash (2007) dalam Sufianti ef al. (2014) dan Innes
dan Booher (2010) dalam Sufianti ef al. (2014) dimana para pemangku
kepentingan duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang

merupakan hasil konsensus melalul sustu proses dialog tatap muks.

Sebagal bagian darl proses pembangunan yang ielah mengalami
pargeseran paradigma, perencansan juga mengalami pergeseran paradigms ke
arah perencanan berbasis komunikasi yang menjadi salah satu unsur penting
dalam pembangunan berbasis kolaborasi (Sufianti ef al. 2014). Friedman (1987)
dalam Sufiantl &t al (2014) mengemukakan bahwa dalam fatanan publik,
perencanaan merupakan suatu bentuk aplikasi atas pengetahuan ke dalam
lindakan dan mengelompokkan perencanaan sebagal Social Reform, Palicy
Analysis, Socigl Learning, dan Social Mobilization, dimana melalul pendekatan ini
perencanaan tidak hanya milik pemerintah, akan tetapi juga millk masyarakat.

Tidak hanya dalam perencanaan. komunikasi dalam pembangunan pun
mengalami pergeseran darl komunikasi salu arah menuju kepada komunikasi
partisipatoris. pada awalnya paradigma pembangunan diformulasikan dengan
pendekatan dari atas ke bawah (fop-down), model komunikasi sebagai sebuah
aliran pesan satu arah (one way) dari atas (pemeriniah) ke bawah (masyarakat)
- sebuah proses menyampaikan pesan informatif dan persuasif dari pemerintah
ke khalayak dalam arah yang hierarki (Rogers dalam Dilla 2007).

Saluran media massa, termasuk teknologi penyiaran digunakan unbuk
menginformasikan dan mempengaruhi masyarakal tenlang program
pembangunan, Masyarakat ditempatkan dalam peran yang pasif dalam
perubahan sosial saat itu.

Pada tahap selanjutnya vyaitu pendekatan komunikasi partisipaforis.
Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi  komunikasi
pembangunan yang melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi
{sumber-penerima) memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran (Dilla 2007).

Lebih lanjut Dilla (2007) menyatakan bahwa pendekatan partisipatoris bertumpu
pada model konvergen berarti berusaha menuju pengertian yang bersifat timbal
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bahk di antara partisipan kemunikasi dalam perhatian, pengertian dan kebutuhan
dimana penekanan dititikberatkan pada aliran informasi dan pesan yang bersifat
bottom-up atau komunikasi yang horizontal diantara masyarakal. Masyarakat

narus berdiskusi bersama. mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dan harapan

termasuk memutuskan tindakan mereka.

Selanjutnya, memilih informasi dan media komunikasi yang paling sesual
dan tepal dengan kebutuhan mereka (Dilla 2007).

Proses kolaboratil berbasis komunikasi partisipatoris atau komunikasi dua
arah, dimana dalam proses kolaboratif terjadi suatu proses adapfive system yaitu
komunikasi dua arah dari berbagai pihak terkail dengan berbagai pendapat-
pendapal yang berbeda yang akhimya menghasilkan suatu konsensus.

Anshell dan Gash (2008) dalam Sufianti ef al (2014) memetakan suatu
model yang menggambarkan bagaimana proses kolaboratif terjadi. Proses
kolaboratif menurut model Anshell dan Gash (2008) dalam Sufianti et al. (2014)
terdiri dari berbagai tahapan yaitu
1) dialog secara tatap muka,

2) membangun kepercayaan,

3) membangun komitmen terhadap proses,
4) berbagi pamahaman ,

5) terbentuknya hasil sementara.

Innes dan Booher (2010) dalam Sufianti ef al. (2013) mengembangkan
model DIAD MNetwork Dynamic yang menggambarkan bawa dalam jejaring
kolaboratif terdapat keragaman agen-agen, saling ketergantungan antar pihak
terkait dan dialog otentik.

Pada Tabel 1 sampai dengan tabel 5 dibawah ini mendeskripsikan
beberapa kasus kepemimpinan Jokowi selama menjadi Walikota Kota Solo dan
Gubermnur DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan-permasalahan untuk
kepentingan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan
daerah.

Dalam memimpin daerah, Jokowi menerapkan proses kolaboratif dengan
model Collaborative Governance seperti tampak pada tabel dibawah ini :
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Tabel : 1

| No. ‘ Kasus | Proses Kolaboratif

I 1. Perancanaan relokasi Pedagang Kaki Membangun komunikssi
Lima (PKL) darl kawasan Banjarsari ke dengan Para Pemangku

|I | lokasi Semanggi di Kota Solo (Sufianti et Kepentingan melalui dislog
al. 2014) |

Pada kasus tersebut ,uniuk mewujudkan rencana relokasi pemennish
kota Sclo terus menerus melakukan upaya untuk meflibatkan para pemangku
kepentingan yaitu seluruh Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) dalam
Pemerintah Kota Surakaria, masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokohnya,
Lembaga Swadaya Masyarakat (Sompis, Leskap, Patiro, Yapi, Forkat),
perguruan tinggi (UNS) dan 9 Paguyuban PKL.

Tabel : 2
ero. Kasus Proses Kolaboratif |
2 | Konflik di Keraton Surakarta Membangun kemunikasi |
dengan pihak terkait
l konflik dengan dialog. |

Jokowi akhimya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelsh delapan
bulan melakukan dialog dengan cara menemui satu per satu pihak keraton yang
terlibat dalam pertentangan

Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirmya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan
berakhirmmya konfilk Keraton Surakarta yang didukung cleh pernyataan kesediaan
melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua
keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.

Tabel :3
No. Kasus | Proses Kolaboratif
3 | Pengambil alihan Sumber Daya Air di Membangun komunikasi |

Jakarta dengan pihak terkait
konflik dengan dialog dan
mencan kesepakatan
bersama melalui

| pertemuan tatap muka,

Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya pengambilalihan secara business

fo business melalui rekonsiliasi. Tujuan agar pengelolaan air diambil alih oleh
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pemerintah dalam hal ini BUMD untuk meningkatkan pelayanan air ks

masyarakal,
Tabel : 4
No. Kasus Proses Kolaboratif
4 | Peningkatan upah minimum provinsi Membangun komunikasi
dengan pihak terkail

| dengan dialog dan
MEencan kesepakatan
bersama.

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan
sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Buruh
menuntut kenaikan UMP. Komunikasi berupa dialog dilakukan dengan
perwakilan buruh dan berbagal konsultasi, termasuk dengan Menakertrans
Muhaimin Iskandar. Gubemur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk
menentukan UMP yang tepat bagl buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami
ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati

pekerna.
Tabel : 5
No. ! Kasus Proses Kolaboratif
5 | Normalisasi Waduk Pluit Membangun komunikasi

dengan pihak lerkait
dengan dialog.

Perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta diantaranya yaitu
normalisasi waduk Pluit bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar,
namun sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan.
Melalui dialog secara langsung dan makan siang bersama, akhimya warga mulai
terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.

Model colfaborative governance melalui proses kolaboratif dengan dialog
diterapkan dalam berkomunikasl dengan para pemangku kepenlingan. Dialog
tatap muka dilakukan pada seliap tahapan yailu seperti dalam membangun
kepercayaan melalui hubungan, membangun pemahaman bersama melalul
limbal balik, memecahkan masalah melalui pembelajaran, dan membangun

komitmen untuk mengimplementasikan pemecahan masalah.
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Dialog awal dapat berupa partemuan yang didahului dengan makan si@ng
bersama ataupun berbentuk pertemuan silaturahmi  maksn, mendengarkan
hiburan, penjelasan kondisi kota, persoalan-persoalan kota, dan pds
pembicaraan mengenai harapan-harapan ke depan fanpa  melakukan
pembicaraan utama,

Pertemuan tersebut bertanjul dengan pertemuan-pedemuan tain untuk
membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Dialog dilakukan tanpa
dihalangi oleh batas hirarki, dan lerdapat rasa saling menghormati. Pertemusn-
pertemuan dilakukan daiam Upaya membangun kepercayaan, membangun
pemahaman bersama, menghasilkan upaya pemecahan masalah bersama dan
membangun komitmen bersama.

Selain dialog, kepemimpinan Jokowi dapat memolivasi untuk terjadinya

dialog. Peran kepemimpinan Jokowi yang didesknipsikan mampu memotivasi
dan membawa para pemangku kepentingan (masyarakat. perusahaan, pihak-
pihak terkait lainnya) ke dalam proses dialog dengan cara memotivasi mereka
untuk membicarakan apa yang mereka butuhkan, sehingga ada partisipasi dan
komunikasi timbal balik dengan para pemangku kepentingan dalam pemecahan
berbagai pemasalahan yang dihadap.
Kepemimpinan Jokowi selama menjadi Walikota Kota Solo dan Gubernur DKl
Jakarla menerapkan proses kolaboratif dalam model Collaborative Governance.
Proses kolaboratif dalam model Collaborative Governance memiliki prasyarat
yaitu tidak ada dominasi, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas
hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati,

Pada safiap tahapan proses kolaboratif membuluhkan dialog dan
kepemimpinan yang dapat memoativasi Lntuk lenadinya dialog. Pada seliap
tahapan yaitu seperti dalam membangun kepercayaan melalui hubungan,
membangun pemahaman bersama melalui timbal balik, memecahkan masalah
melalui pembelajaran, dan membangun komitmen untuk mengimplementasikan
pemecahan masalah membutuhkan proses dialog tatap muka.

Selain itu, peran kepemimpinan Yang mampu memofivasi dan membawa

para pemangku kepentingan (masyarakal, perusahaan, pihak-pihak terkait
lainnya) ke dalam proses dislog dengan cara memotivasi mereka uniuk
membicarakan apa yang mereka butuhkan, akan meningkatkan partisipasi dan
kemampuan komunikasi,
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Dalam era otonomi daerah, menurut J.Kaloh (2002) mengemukakan bahwa
dalam pengembangan kepemimpinan khususnya diperiukan sifat-sifat sebagai
berikut

1. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama,

2. Kemampuan kerjasama,

3. Keinginan melakukan kerja yang berkualitas tinggi.

Dengan demikian, seorang pemimpin haruslah secrang komunikator yang efektf
dan mampu sebagai mediator yang rasional obyektif dan netral. Yang tepat untuk
kepemimpinan pemeriniahan abad 21,

KESIMPULAN

Melalui pengamatan yang mendalam dan studi literatur hasil penelitian
memperlihatkan bahwa selama menjadi Walikota Kota Solo dan Gubernur DKI
Jakarta, Jokowi menerapkan pemerintahan kolaboratif berbasis komunikasi
parsipatoris pada berbagal kasus di Solo dan Jakarta. Pada penyelesaian
beberapa kasus terdapat dialog dalam semua tahapan-tahapan proses
kolaboratif. Dialog yang merupakan aspek utama dalam pemerintahan
kolaboratif.

Berdasarkan pengamatan dan studi  literatur, tampak bahwa
kepemimpinan kolaboratif dengan basis komunikasi parsipatons mampu
menangkal konflik pembangunan dan mampu mewujudkan kepemimpinan yang
berkarakter sebagai pamong bhineka tunggal ika, seperti yang diterapkan oleh
Joko Widodo baik sebagal Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta

SARAN

Di era otonomi daerah yang penuh dengan tantangan dan kompefisi
menuntut adanya keterbukaan akuntabilitas ketanggapandan krealifitas dan
pemimpin daerahnya. Masing-masing pimpinan harus mampu mengembangkan
jaringan-jaringan kerjasama , mempunyai kemampuan kerjasama dan keinginan
melakukan kerja dengan kualitas tinggi. Karena di era otonomi daerah
menghendaki adanya kepemimpinan yang maksimal dalam memacu dan
mengembangkan daerahnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu fungsi kepemimpinan yang hakiki adalah mampu berkomunikasi
secara efektif dengan seluruh stakeholders . selaku mediator yang
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rasional. obyektif dan netral merupakan salah satu indicator efekiivitas
kepemimpinan.
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